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58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya.(QS An-Nisa‟ : 58).1 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
ix 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda 
sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
x 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
xi 
 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...‟… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  ‎ Kasrah I I 
  َ  ‎ Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
xii 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal Panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau 
dhamah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
xiv 
 
Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا Namun 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  
Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam translitersinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka 
huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
xvi 
 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Dian Adi Saputra, NIM.16.21.11.125, “TINJAUAN FIQH 
MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN PARKIR DAN UU No 8 TAHUN 
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Parkir 
Luwes Kartasura)”.  
Penelitian ini membahas TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP 
PERJANJIAN PARKIR DAN UU No 8 TAHUN 1999 TENTANG 
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Parkir Luwes Kartasura) 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian lapangan 
digunakan untuk mencari data atau perkataan yang melalui wawancara atau 
observasi bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan dengan penelitian 
tersebut. Seetelah peenulis memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi, selanjutnya dilakukan penganalisaan data. 
Hasil penelitian TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP 
PERJANJIAN PARKIR DAN UU No 8 TAHUN 1999 TENTANG 
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Parkir Luwes Kartasura). Dalam 
pola parkir yang ada di Luwes Kartasura ini sudah sesuai dengan akad wadiah Ad-
Damanah yang merupakan titipan dimana pihak pengelola tidak diperbolehkan 
mengambil manfaat dari barang titipan tersebut. Dikarenakan perjanjian ini 
menggunakan jenis wadiah yad Ad-Damanah Maka pihak pengelola juga wajib 
mengembalikan barang yang dititipi jika diminta kembali oleh pihak penitip. Di 
pakiran Luwes Kartasura juga sudah sesuai dengan akad ijarah yaitu sewa 
menyewa dimana penitip membayar fee kepada yang menjaga kendaraan Dan di 
parkiran Luwes Kartasura tersebut dimana ketika kita menitipkan barang atau 
kendaraan dan kita dikasih karcis dimana karcis itu tertera tulisan 
“KEHILANGAN BUKAN TANGGUNG JAWAB LUWES” padahal dalam 
Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 
1a yang berbunyi dilarang untuk menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku 
usaha. Itu sudah jelas bertentangan dan merugikan pihak konsumen tapi pada 
kenyataannya itu hanya agar konsumen lebih waspada terhadap barang 
pribadinya. Dan jika ada hal yang tidak diinginkan dan itu kesalahan Luwes 
Kartasura maka pihak Luwes Kartasura tetap akan mengganti kerugian konsumen. 
Kata Kunci : Penitipan Motor, Wadiah, Ijarah, UUPK No 8 Tahun 1999 
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ABSTRACT 
 
Dian Adi Saputra, NIM.16.21.11.125, "ANALYSIS OF VEHICLE 
LOSS RISK IN THE PARKING AGREEMENT OF THE PERSPECTIVE 
AKAD WADIAH AND Law No. 8 YEAR 1999 CONCERNING CONSUMER 
PROTECTION (Parking Area in Kartasura Subdistrict)". 
This study discusses the ANALYSIS OF VEHICLE LOSS OF VEHICLE 
IN PARKING AGREEMENT PERADECTIVES ON THE WADIAH AND Law 
No. 8 YEAR 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION (Parking Lot at 
Luwes Kartasura) 
This research is a field research. The method used is observation, 
interview, and documentation. Field research is used to find data or words through 
interviews or observations that meet directly with the people concerned with the 
research. After the author gets the data through interviews, observations, and 
documentation, then the data is analyzed. 
The results of the analysis of the risk of vehicle loss in the perspective of 
the Wadiah contract agreement and Law No. 8 of 1999 concerning consumer 
protection (flexible parking space for Kartasura). In the parking pattern in Luwes 
Kartasura this is in accordance with the Al-Amanah wadiah contract which is 
deposited where the manager is not allowed to take advantage of the item 
deposited. Because this agreement uses the type of wadiah yad al-amanah, the 
manager is also obliged to return the items entrusted if requested by the requester. 
And in the parking lot of Kartasura where when we entrust goods or vehicles and 
we are given a ticket where the ticket reads "LOST NOT LIABLE LUWES" 
whereas in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 18 
paragraph 1a which reads prohibited from stating transfer of responsibility of 
business actors. That is clearly contradictory and detrimental to the consumer, but 
in reality it is only so that consumers are more aware of their personal items. And 
if there is something undesirable and it is Luwes Kartasura's fault, Luwes 
Kartasura will still compensate consumers. 
 
Keywords: Parking, Wadiah, Ijarah, UUPK No. 8 of 1999 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu antar 
sesama makhluk ciptaan Allah. Agama Islam mengandung norma-norma hukum baik 
kaidah-kaidah yang mengatur manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang 
sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam secara pribadi maupun 
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia satu dengan manusia lain 
dan benda dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan bantuan penyelenggara 
Negara.
1
 
Norma-norma atau aturan-aturan Islam telah ditetapkan pada Al-Quran dan 
Hadits. Dari Al-Quran dan Hadits kita memperoleh gambaran yang jelas mengenai 
hubugan itu, sebab Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama agar Islam tidak 
hanya memuat ajaran tentang iman dan ibadah atau akidah dan syariah saja, tetapi 
juga memuat akhlak tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berbuat dalam 
kehidupannya di dunia ini terhadap dirinya sendiri, manusia lain dan lingkugan 
hidupnya.
2
 Kaitannya dengan hidup bersama, dalam hukum Islam terdapat hukum 
yang membahas secara spesifik kehidupan bermasyarakat, yaitu hukum muamalat. 
Hukum muamalat adalah hubungan kepentingan antara sesama manusia untuk 
saling memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak bisa lepas dari hal-hal yang berkaitan 
dengan perjanjian. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah 
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Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 30. 
 
2
Ibid., hlm.66 
terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing para pihak tanpa ada pihak yang 
terlanggar haknya.
3
 
Hukum muamalat meliputi perikatan dan perjanjian. Perikatan atau perjanjian 
merupakan suatu perbuatan yang dibuat dua orang atau lebih. Hukum muamalat juga 
membahas tentang jual-beli. Hal ini berupa adanya tukar-menukar barang dengan 
barang. Selain tentang jual-beli, salah satu hukum muamalat yang juga penting dan 
pokok adalah tentang penitipan. Penitipan dalam fiqih muamalat biasa disebut dengan 
wadiah. Akad wadiah adalah akad amanah yang mendasarkan pada aspek tolong 
menolong. Dalam akad tersebut tidak ada keuntungan yang diraih, karena akad 
wadiah merupakan akad tolong-menolong antar sesama manusia. Akad wadiah ini 
memperoleh keuntungan di antara kedua belah pihak dimana pihak yang dititipi 
mendapat imbalan berupa uang dan pihak yang menitipkan barangnya mendapatkan 
pelayanan berupa fasilitas keamanan. Berkaitan dengan wadiah penyusun akan 
membahas bentuk wadīiah pada jasa penitipan kendaraan bermotor di tempat parkir. 
Dan juga membahas tentang akad ijarah yaitu sewa menyewa dimana pihak 
penitip menyewa jasa untuk menjaga motornya dan petugas parkir siap untuk menjaga 
motor tersebut. 
Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar 
badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 
bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
4
 
Adapun yang dimaksud dengan penitipan adalah suatu perjanjian yang berarti 
bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan nyata yaitu diserahkannya 
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Yazid Afandi, Fiqih Muamalah, cet.ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), hlm. 4. 
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 Ismantoro Dwi Yuwono, Berani Bersikap Ketika Hak Hukum Anda di Langgar (Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2011), hlm. 35 
 
barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya 
yang biasanya konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat 
tentang hal –hal yang pokok dari perjanjian itu.5 
Salah satu penitipinan yang berada di wilayah Solo adalah tempat parkir. 
Parkir adalah tempat kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan 
ditinggalkan pengemudinya. Dalam hal ini pemilik kendaraan menaruh kendaraanya 
dan meninggalkan kendaraannya di tempat parkir, yang dijaga oleh juru parkir atau 
yang mengelola tempat tersebut serta memiliki tanggung jawab terhadap kendaraan 
yang di parkir di tempat. 
Pada praktik sehari-hari, petugas parkir memberi karcis kepada pemilik 
kendaraan baik roda dua atau roda empat dan pemilik kendaraan akan mengambil 
retribusi atau kartu yang diberi oleh juru parkir sebagai tanda bukti bahwa pemilik 
kendaraan telah menitipkan kendaraannya serta memberikan upah atas jasanya. 
Secara tidak langsung kedua belah pihak ini telah melakukan transaksi muamalat, 
sehingga timbulah akad. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memenuhi 
prestasinya, yaitu memenuhi hak serta kewajiban antar pihak. 
Tempat parkir menjadi kebutuhan para pengguna kendaraan baik roda dua 
maupun roda empat, untuk mengamankan kendaraannya dari gangguan kejahatan atau 
hal-hal yang tidak diinginkan. Hal itu membuat pemilik berinisiatif memarkir atau 
menitipkan kendaraannya kepada petugas parkir. Selain itu dengan adanya tempat 
yang sesuai, maka lalu lintas kendaraan akan lebih teratur serta terhindar dari 
kemacetan.  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pola penitipan motor atau mobil di tempat parkir Luwes Kartasura  
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 Ibid., hlm 36 
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan UU No 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen dalam penitipan motor atau mobil di Luwes Kartasura  
 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Menjelaskan bagaimana pola penitipan motor atau mobil di tempat parkir Luwes 
Kartasura  ? 
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan UU No 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen dalam penitipan motor atau mobil di Luwes 
Kartasura ? 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 
a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran sebagai tambahan 
literatur bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 
2. Manfaat praktis 
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 
a. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman terhadap masyarakat 
terhadap hak konsumen 
b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat 
yang parkir di Luwes Kartasura 
 
 
  
E. Kerangka Teori 
Aktivitas suatu tempat (mall, ruko dan lain sebagainya) akan menimbulkan 
aktivitas yaitu parkir kendaraan. Dalam aktivitas parkir kendaraan dibutuhkan 
pengelola parkir atau juru parkir yang bertugas untuk menata dengan tertib 
kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang sudah ditetapkan. Dalam 
aktivitas parkir kendaraan juga dibutuhkan karcis parkir sebagai alat transaksi dalam 
melakukan perjanjian.
6
 
Setiap akad mempunyai akibat hukum yaitu tercapainya tujuan yang 
diinginkan dari kedua belah pihak, seperti adanya perpindahan hak kepemilikan atau 
kewajiban setelah terjadi suatu akad. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan 
hukum yang dilarang maka kepadanya akan dijatuhi sanksi.
7
 Akad ini bersifat 
mengikat kedua belah pihak karena tidak dapat dibatalkan oleh salah satu  pihak 
kecuali ada sesuatu yang mengharuskan dibatalkannya suatu akad. Seperti terdapat 
obyek yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. 
Akad memiliki asas-asas yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak, 
asas-asas tersebut yaitu : 
8
 
1. Asas Ilahiah 
2. Asas Kebebasan (al-Hurriyah) 
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 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah,Cet.Ke-1, 
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal 47-50. 
3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (al-Musawah) 
4. Asas Keadilan (al-Adalah) 
5. Asas Kerelaan (al-Ridho) 
6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (ash-Shidq) dan 
7. Asas Tertulis (al-Kitabah). 
 
Dalam Kaidah Fiqh : 
 ِناَم َّضلِبِ ُجاَرَْخلا 
“Hasil keuntungan itu sebagai ganti dari resiko yang dia tanggung.” 9 
Kaidah ini menjelaskan tentang perintah Allah dalam menjalankan amanah 
antara sesama manusia, selain menjalankan amanah dalam ayat ini juga dijelaskan 
bahwa apabila seseorang melakukan perjanjian dengan orang lain, maka wajib 
baginya melaksanakan unsur keadilan. 
a. Konsep Akad Wadiah 
Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan 
prinsip al-wadiah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak 
ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan 
dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
10
 
Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan, 
“Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan 
yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”.  
Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi’i, dan Mahzab Hanbali 
(jumhur ulama), mendefinisikan wadiah dengan, “Mewakilkan orang lain untuk 
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10
 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,(Jakarta : Gema Insani 2001), 
hlm., 85 
memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. mendefinisikan wadiah dengan, 
“Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Al-
Wadiah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan 
murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum 
yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.
11
 
Rukun akad wadiah menurut para ulama mazhad hanafi adalah ijab dan 
qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain, sedangkan Menurut jumhur ulama, 
rukun akad wadiah ada empat yaitu dua orang yang melakukan akad orang yang 
titip dan orang yang dititipi, sesuatu yang dititipkan dan sighah (ijab qabul) . 
Qabul dari orang yang dititipi bisa berupa lafal misalnya, saya menerimanya. Bisa 
juga suatu tindakan yang menujukan hal itu, seperti ada orang meletakan harta di 
tempat orang lain, lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut 
menempati posisi qabul, sebagaimana dalam jual beli muathah. 
Adapun syarat-syarat dalam akad wadi’ah sendiri memiliki dua syarat, 
yaitu pertama Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan 
maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa ijabdan 
qabultermasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu 
tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan 
kehendak penjaga untuk menjaga harta akad akan terjadi. 
Dan yang kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan 
akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal 
menerima titipan dari anak kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barang 
tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
12
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 Wahbah az-Zuhaili,Fiqih Islam, (Jakarta : Gema Isnani 2011), hlm., 557 
12
 Muhammad Mughniyah, Fiqih Imam Ja’far Shadiq,( Jakarta: Penerbit Lentera 2009) hlm.,61 
b. Konsep Akad Ijarah 
Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 
barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ijarah) tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. 
Para ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah 
bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama hanafiyah berpendirian, 
bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak 
apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu 
pihak wafat atau kehilangan kecakapan dalam bertindak secara hukum.  
Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa akad ijarah itu bersifat 
mengikat, kecuali ada cacat atau barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan. 
Akibat perbedaan pendapat ini tampak dalam kasus apabila salah seorang yang 
berakad meninggal dunia, maka akad ijarah batal karena manfaat tidak boleh 
diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu, kematian salah satu 
pihak yang berakad tidsk membatalkan akad ijarah. Akad ijarah bisa berakhir 
karena sebab-sebab sebagai berikut : 
1) Menurut ulama Hanafiyah, akad ijarah berakhir dengan 
meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Ijarah 
hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena 
kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. 
2) Akad ijarah berakhir dengan iqolah (menarik kembali) 
3) Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan 
mati atau rumah sewaan hancur 
4) Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan yang telah 
sesuai kecuali ada udzur atau halangan.
13
 
F. Tinjauan Pustaka 
Karya yang pertama ditulis oleh Buyung Ari Rusandi dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi 
Pelaksanaan PERDA Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Perparkiran)” Persamaan antara penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh 
penyusun adalah dari segi hukum Islam. Letak perbedaan antara karya tersebut 
dengan yang akan penyusun teliti adalah karya tersebut lebih kepada tanggung jawab 
pengelola jasa parkir dilihat dari peraturan daerah kota Yogyakarta No. 18 Tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, sedangkan penyusun mengenai 
penanggung risiko kehiangan kendaran di tempat parkir
14
 
Karya yang kedua adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab 
PT Pos Indonesia Cabang Yogyakarta dalam Pengiriman Paket Barang”yang disusun 
oleh Yunahar Okta Syaftian. Penelitian tersebut hanya mencakup masalah tanggung 
jawab pengiriman paket yang masih bersifat umum, sedangkan penyusun lebih pada 
penanggungan resiko yang lebih spesifik yaitu pada hal kehilangan atau kerusakan 
barang titipan di tempat parkir.
15
 
Karya yang ketiga, dalam tesis yang disusun oleh Tri Karyono dengan judul 
“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap 
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Penggunaan Klausula Baku dalam Karcis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Wilayah Kota Yogyakarta”. 
Bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengelola perparkiran terhadap 
penitipan kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta dalam mensikapi 
ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
16
  
Karya yang Keempat, dalam jurnal penelitian Rachamnto Satuhu, Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas hukum Malang 2013, 
yang berjudul “Kendala Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan memberi 
Pembinaan bagi pengelola parkir untuk mencegah penggunaan klausula eksonerasi 
pada karcis (Studi di AreaParkir Kota Malang)”, dari penelitian ini meninjau 
bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pembuatan atau penerapan 
karcis yang sifatnya mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang 
sering digunakan dalam layanan jasa parkir.
17
 
Karya yang Kelima, dalam skripsi karya M. Ni’am Al-Fariz yang berjudul 
“Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 
Perparkiran)”.18 Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor yang 
menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 
Tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum berjalan dengan maksimal. Dan juga 
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pengendalian dan pengawasan perparkiran di Kota Yogyakarta yang kurang rapi dan 
tertib sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan dipinggir jalan. 
Dari beberapa literatur yang ada, penyusun belum menemukan hasil yang 
khusus membahas permasalahan yang secara lengkap mengenai penanggungan resiko 
kehilangan kendaraan dengan mencantumkan klausa kontrak baku didalamnya yang 
bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di tinjau dari hukum 
Islam. 
 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang data-datanya bersumber dari lapangan. Metode ini 
digunakan untuk memperoleh data riil yang ada dilapangan.
19
 Lokasi penelitian 
ini adalah di tempat parkir yang  menggunakan kalusa kontrak baku pada retribusi 
parkir. Selain itu penulis juga akan mengambil referensi dari buku atau artikel 
yang ada kaitannya dengan pokok permasalah ini. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua 
kategori yaitu data primer dan data sekunder : 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti 
berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan 
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informan yang sedang dijadikan sampel penelitian.
20
 Dalam studi lapangan 
ini dapat diperoleh data atau keterangan secara langsung dengan 
wawancara dari layanan jasa parkir yang terkait. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 
yang berwujud laporan, dan sebagainya.
21
 Yang kaitannya dengan klausula 
baku dalam layanan jasa parkir di area parkir Luwes Kartasura, peneliti 
akan mendapatkan laporan atas kuisioner manajemen pengelolaan 
Perparkiran Luwes Kartasura 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
 Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data untuk 
mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.
 22
 
 
 Ada tiga orang yang saya wawancarai : 
1) Bapak eko wahyu selaku ketua pengelola parkir luwes kartasura 
alasannya adalah karena bapak eko wahyu yang menjadi tanggung 
jawab di peengelolaan parkir luwes kartasura 
2) Mbak winda selaku petugas parkir dibagian karcis alasannya adalah 
karena mbak winda yang menjadi petugas parkir 
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3) Bapak marjono selaku kepala seksi terminal dinas perhubungan kota 
sukoharjo alasannya adalah karena bapak marjono yang bertanggung 
jawab seksi terminal dinas perhubungan sukoharjo. 
b. Observasi  
Pengamatan dari peneliti baik secara terlibat maupun tidak terlibat 
terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar 
pengamatan dan paduan pengamatan.
23
 
Saya melakukan observasi di luwes kartasura dan di dishub kabupaten 
sukoharjo : 
1) Pada tanggal 10 November jam 09.00-12.00 wib saya melakukan 
observasi di parkiran luwes kartasura 
2) Pada tanggal 8 Januari jam 09-11.00 wib saya melakukan observasi 
di dinas pehubungan kabupaten sukoharjo 
c. Dokumentasi  
 Sebagai pendukung dari penelitian kali ini, penulis juga akan meneliti 
beberapa dokumen berupa data dari buku-buku, surat kabar dan sebagainya. 
Pada tahap selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mencari landasan 
pemecahan masalah yang diperlukan.
 24
 
4. Teknik Analisis Data 
      Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematif data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, 
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sehingga dapat dipahami dan memperoleh informasi yang bermanfaat untuk 
orang lain.
 25
 
    Miles dan Huberman mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga penelitian selesai. Analisis 
data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung hingga selesai 
dalam periode waktu tertentu. Pada saat proses wawancara, penulis mulai 
menganalisis jawaban narasumber. Jika jawaban narasumber yang sudah 
dianalisis terasa belum lengka, maka penulis akan mengajukan pertanyaan lagi 
sampai data yang diperoleh dianggap lengkap. 
     Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya 
penulis akan menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam 
menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif yaitu melihat fakta-
fakta secara umum dan peristiwa khusus konkrit yang mempunyai sifat khusus.
26
 
 
H. Sistematika Penulisan 
Agar sistematika ini lebih mudah, sebagai gambaran umum dari bab – bab 
yang ada, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut : 
Bab I berisi Pendahuluan yang menerangkan tentang Latar belakang 
masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, 
Kerangka teori, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan. 
Bab II memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab 
berikutnya yang berisi deskripsi tentang pengertian akad, rukun akad, syarat akad , 
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 Sutrisno Hadi, Metode Reseach, ..., hlm., 42. 
konsep akad wadi’ah dan penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen terhadap penitipan motor di Luwes Kartasura 
Bab III merupakan uraian mengenai pola penanggung resiko ditempat parkir 
luwes kartasura yang meliputi jenis, subyek, dan objek penelitian, sumber data, 
metode pengumpulan data, dan teknik analisa data 
Bab IV memuat analisa, pola penitipan kendaraan di luwes kartasura dalam 
penitipan motor dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dan akad wadi’ah 
Bab V memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang 
dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, AKAD, 
PARKIR, AKAD WADIAH DAN AKAD IJARAH 
A. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum 
konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan 
juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum 
konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan 
dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.
1
 
 Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 
8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen”. 
Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang 
Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan‟‟.  
 
 
Pengertian konsumen dapat dibagi sebanyak 3 (tiga) macam yakni :  
1. Konsumen secara umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau 
jasa digunakan untuk tujuan tertentu;  
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2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk 
digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan 
(tujuan komersial);  
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan 
barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, 
keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non 
komersial).
2
 
Terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan, tergantung pada 
konsumen mana yang dimaksudkan. Bagi konsumen antara barang dan jasa itu 
adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau 
komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Jika dia 
distributor atau pedagang, berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang 
menjadi dagangan utamanya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau 
jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Sedangkan bagi konsumen akhir, 
barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen yaitu barang atau 
jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau 
rumah tangganya (produk konsumen).  
Barang atau jasa ini pada umumnya diperoleh di pasar-pasar, dan terdiri 
dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga 
masyarakat.
3
 Unsur tersebut untuk membuat barang atau jasa lain dan atau 
diperdagangkan kembali merupakan pembeda antara lain konsumen antara 
(produk kapital) dan konsumen akhir (produk konsumen), yang penggunaannya 
bagi konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya, 
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unsur inilah yang pada dasarnya merupakan pembeda dari kepentingan masing-
masing konsumen yaitu, penggunaan sesuatu produk untuk keperluan atau 
tujuan tertentu yang menjadi tolok ukur dalam menentukan perlindungan yang 
diperlukan. 
Konsumen diartikan tidak hanya pada individu (orang), tetapi juga suatu 
perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik 
disini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual-beli sehingga dengan 
sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. Rumusan-rumusan berbagai 
ketentuan itu menunjukkan sangat beragamnya pengertian konsumen, masing-
masing ketentuan memiliki kelebihan dan kekurangan. Tampaknya perlakuan 
hukum yang lebih bersifar mengatur dengan diimbuhi perlindungan tersebut, 
merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Pada 
umumnya, diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa 
yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat 
Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 
8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi‟‟.4 
1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:  
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a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 
secara keseluruhan.  
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 
kewajibannya secara adil.  
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil 
dan spiritual.  
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang 
dikonsumsi dan digunakan.  
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen 
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan 
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 
5
 
2. Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk: 
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a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri.  
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.  
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.  
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi.  
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab 
dalam berusaha.  
f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan konsumen.
6
 
Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan 
dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan 
perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan 
dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-
aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. 
Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari 
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penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen 
tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan 
melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualiatas barang, 
pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah 
meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan 
konsumen dilakukan secara serempak.
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B. Akad  
1. Pengertian Akad 
Istilah dalam al-Qur‟an yang berhubungan dengan konsep perjanjian (akad), 
adalah kata al-„aqdu (akad) dan al-ahdu (perjanjian). Istilah al-aqdu yang 
dijelaskan pada surat al-Maidah  ayat1 mengacu pada terjadinya dua perjanjian 
atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang 
menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan 
dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua 
orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Istilah al-
aqdu dalam al-Qur‟an mengacu pada kenyataan seseorang untuk tidak 
mengerjakan sesuatu atau tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain.
8
  
 
2. Rukun Akad 
 Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau 
tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. 
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 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 45. 
Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. 
Adapun rukun-rukun akad itu adalah sebagai berikut :
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a. Aqid 
Aqid adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak 
yang berakad terdiri dari satu orang atau terdiri dari beberapa pihak orang. 
Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak 
ataupun wakil dari yang memiliki hak. 
b. Ma‟qud „alaih  
Ma‟qud „alaih adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang 
diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam 
hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam 
akad kafalah 
c. Maudu‟ al-aqd 
Maudu‟ al-„aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Misalnya, tujuan 
pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada 
pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah adalah memindahkan 
barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada 
pengganti 
d. Sighat al-aqd 
Sighat al-aqd adalah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 
kehendaknya mengadakan akad. Qabul adalah perkataan yang keluar dari 
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pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Jadi pengertian ijab 
qabul dalam berakad adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain di mana 
pihak pertama mengucapkan kata menyerahkan objek akad dan pihak kedua 
mengucapkan kata menerima objek akad.  
Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa yang dimaksud sighat 
akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun-
rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan secara lisan, 
tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adanya ijab dan 
kabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam 
ijab dan kabul.
10
 
 
 
3. Syarat Akad 
Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan 
sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Syarat-syarat akad yang 
harus dipenuhi ada empat macam :
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a. Syarat terjadinya akad 
Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya 
untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara‟. Apabila 
syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal.  
b. Objek akad 
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Objek akad adalah benda-benda yang menjadi objek akad. Wahbah 
Az-Zuhaili menyebutkan bahwa objek akad harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan. 
Tidak boleh melakukan transaksi terhadap objek akad yang belum jelas 
dan tidak ada waktu akad, karena akan menimbulkan masalah saat 
serah terima. 
2) Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syariah untuk 
ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh 
bertransaksi atas bangkai, darah, babi dan lainnya. Begitu pula barang 
yang belum berada dalam genggaman pemiliknya, seperti ikan masih 
dalam laut, burung dalam angkasa. 
3) Objek akad bisa diserahterimakan saat terjadinya akad atau 
dimungkinkan dikemudian hari. Walaupun barang itu ada dan 
dimiliki akid, namun tidak bisa diserahterimakan, maka akad itu akan 
batal. 
4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Artinya, barang tersebut 
diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini untuk 
menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi 
tidak bersifat tidak diketahui dan mengandung unsur gharar.
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C. Parkir 
Dalam buku pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir Direktur 
Jenderal Perhubungan Darat, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 
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yang tidak bersifat sementara.
13
 Dalam Kamus Bahasa Indonesia, parkir adalah 
menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang 
sudah disediakan.
14
 Jika melihat fungsi perparkiran terdapat juga asumsi parkir 
sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seorang menerima 
sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan 
mengembalikannya dalam wujud asalnya.
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Definisi parkir menurut para ahli yakni sebagaimana diuraikan dibawah ini: 
Warpadi, parkir adalah semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada 
suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau 
berhenti cukup lama. 
Joko Murwono, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 
tidak bersifat sementara dan pengemudi meninggalkan kendaraannya termasuk 
kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.
16
 
1. Jenis-Jenis Parkir 
a. Parkir Berdasar Penempatan 
1) Parkir di badan jalan (on street parking) adalah fasilitas parkir yang 
menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya. 
2) Parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah tata guna lahan 
yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan mempunyai pintu 
pelayanan masuk atau pintu pelayanan keluar sebagai tempat 
mengambil atau menyerahkan karcis sehingga dapat mengetahui secara 
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pasti jumlah kendaraan dan jangka waktu kendaraan parkir yang 
diparkir. 
b. Parkir Berdasarkan Status 
1) Parkir umum adalah area parkir yang menggunakan lahan yang 
dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
2) Parkir khusus adalah area parkir yang menggunakan lahan yang 
pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga. 
3) Parkir darurat adalah parkir di tempat umum yang menggunakan lahan 
milik Pemerintah Daerah maupun swasta karena kegiataninsidentil. 
4) Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir 
yang dikelola dan dikuasai Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang 
telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah. 
5) Areal parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir yang dilengkapi 
dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan pengelolanya 
dikuasai Pemerintah Daerah
17
 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Perhubungan diatur mengenai hak dan kewajiban pengelola parkir, petugas parkir 
dan pengguna jasa parkir.
18
 
2. Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir 
a. Hak Pengelola Parkir adalah sebagai berikut: 
1) Mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan. 
2) Memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir 
sebesar 35 % dari pendapatan parkir. 
                                                             
17Direktur Jenderal Perhubungan Darat, “Pedoman Teknis...” dikutip dari 
https://www.andalalindkijakarta.com/file/12_272_PEDOMAN_TEKNIS_FASILITAS_PARKIR.p 
df diakses tanggal 29 Oktober 2019, hlm. 2. 
 
18
 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. 
3) Mendapatkan perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari 
kegiatan parkir ilegal atau tidak resmi dan 
4) Mendapatkan jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir. 
b. Kewajiban Pengelola Parkir adalah sebagai berikut: 
1) Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas di 
kawasan lokasi parkir yang dikelola. 
2) Menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota melalui Dinas 
sesuai kontrak atau ketetapan retribusi. 
3) Memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Daerah. 
4) Membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan 
terampil  
5) Mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/ Ketenagakerjaan 
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang ketenagakerjaan. 
 
 
3. Hak dan Kewajiban Petugas Parkir 
a. Hak Petugas Parkir adalah sebagai berikut: 
1) Hak Petugas Parkir adalah sebagai berikut: 
2) Memperoleh penghasilan sebesar 25 % dari pendapatan parkir 
3) Memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Daerah dan 
4) Mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola parkir. 
b. Kewajiban Petugas Parkir adalah sebagai berikut: 
1) Melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh 
Dinas 
2) Menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir 
3) Menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada pengelola 
4) Memakai seragam parkir, beserta kelengkapan yang telah ditetapkan dan 
kartu tanda anggota 
5) Memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik 
6) Menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir 
yang ditetapkan 
7) Memberikan jaminan keamanan 
8) Memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk 
kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau 
kealpaa 
9) Mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku dan 
10) Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir. 
 
4. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Parkir 
a. Hak Pengguna Jasa Parkir adalah sebagai berikut: 
1) Memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir 
2) Mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir 
3) Mendapat jaminan keamanan dan 
4) Mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan yang 
dialami. 
b. Kewajiban Pengguna Jasa Parkir adalah sebagai berikut: 
1) Menempatkan kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya 
2) Mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada 
3) Meminta karcis parkir pada saat parkir; dan 
4) Menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada 
saat akan meninggalkan tempat parkir.
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D. Akad Wadiah 
Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip 
Al-Wadiah. Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke 
pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan 
kapan saja si penitip menghendaki.
20
 
Menurut ulama Mahzab Syafi‟i mendefinisikan wadiah dengan, 
“Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Al-
Wadiah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni 
dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang 
harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.
21
 
Secara umum terdapat dua jenis wadiah (titipan). Wadiah yad al-amanah dan 
wadiah yad al-damanah 
1. Wadiah yad al-amanah (barang yang ditipkan hanya untuk dijaga apabia 
rusak bukan tanggung jawabnya, kecuali ada unsur sengaja untuk 
merusak),adalah titipan yang bersifat amanah belaka. Kedua belah pihak 
(pihak yang dititipi dan yang menitip) melakukan kesepakatan bahwa 
barang yang dititipkan tidak dipergunakan untuk apapun oleh pihak yang 
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dititipi. Ia hanya menjaga keberadaan harta titipan tersebut. Dalam kondisi 
seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggug 
kerugian jika barang titipan tersebut rusak, kecuali ada unsur kesengajaan 
atau karena kelalaian. 
2. Wadiah yad aḍ-ḍamanah (barang yang dititipkan menjadi tanggung jawab 
penuh kepada pihak yang menjaga barang), akad titipan di mana pihak 
yang dititipi harus menanggung kerugian. Pada dasarnya akad wadiah 
bersifat amanah. Akan tetapi bisa berubah menjadi ḍamanah dengan sebab-
sebab: 
a. Barang tidak dipelihara oleh pihak yang menerima titipan. Apabila 
seorang merusak barang titipan, pihak yang dititipi tahu dan tidak 
berusaha untuk mencegahnya padahal dia mampu, maka pihak yang 
dititipi wajib menanggung ganti rugi.  
b.  Barang titipan dititipkan kepada orang lain yang bukan keluarga dekat 
dan bukan di bawah tanggung jawabnya.  
c. Barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. 
Dalam hal ini, ulama‟ fiqih sepakat bahwa orang yang dititipi barang 
apabila menggunakan barang titipan, dan kemudian barang tersebut 
rusak, maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi, sekalipun 
kerusakan tersebut di sebabkan oleh faktor lain diluar kemampuannya. 
Maka, berdasarkan beberapa sebab di atas, wadiah (titipan) yang 
semula merupakan amānah berubah menjadi ḍamānah. Dimana pihak yang 
dititipi punya tanggung jawab penuh terhadap keberadaan harta titipan 
tersebut. Hal ini perlu adanya sifat amanah dari kedua bela pihak. Seiring 
dengan perkembangan zaman, amanah ini berubah menjadi tanggung jawab 
dengan adanya kontrak baku atau perjanjian baku untuk mengalihkan 
tanggug jawab. Dikatakan bersifat baku karena perjanjian maupun 
klausanya tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau 
ditawar-menawar oleh pihak lain. Akibat tidak adanya pilihan bagi salah 
satu pihak dalam perjanjian ini, maka akan memiliki kecenderung 
merugikan pada salah satu pihak.
22
  
 
 
 
 
1. Rukun Wadi’ah 
Menurut Hanafiah, rukun wadiah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. 
Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi‟ah itu ada empat: 
a. Barang yang dititipkan (wadiah) 
b. Orang yang menitipkan  
c. Orang yang menerima titipan  
d. Ijab qabul (sighat) 
2. Syarat-Syarat Wadiah 
Syarat-syarat wadiah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan 
di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat sighat, syarat orang yang 
menitipkan dan syarat orang yang dititipi. 
a. Syarat-Syarat Untuk Benda Yang Dititipkan Syarat-syarat benda yang 
dititipkan sebagai berikut : 
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1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk 
disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung 
di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadiah tidak sah 
sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini 
dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah. 
2) Syafi‟iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus 
benda yang mempunyai nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal, 
walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, 
atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, 
seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadiah tidak sah. 
b. Syarat-Syarat Sighat 
Sighat akad adalah ijab dan qabul.Syarat sighat adalah ijab harus 
dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (sharih) dan 
adakalanya dengan sindiran (kinayah). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan 
kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang sharih: “Saya titipkan 
barang ini kepada Anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (kinayah). Seseorang 
mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab: “Saya 
berikan mobil ini kepada Anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan 
wadi‟ah (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. 
Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan 
seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun. Perbuatan tersebut menunjukan 
penitipan (wadi‟ah). Demikian pula qabul kadang-kadangdengan lafal yang tegas 
(sharih), seperti: “Saya terima” dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan), 
misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya. 
 
  
 
c. Syarat orang yang menitipkan (Al-Mudi‟) 
1) Berakal, Dengan demikian, tidak sah wadiah dari orang gila dan anak yang 
belum berakal. 
2) Baligh, Syarat ini dikemukakan oleh Syafi‟iyah. Dengan demikian 
menurut Syafi‟iyah, wadiah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang 
belum baligh masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak 
menjadi syarat wadi‟ah sehingga wadiah hukumnya sah apabila dilakukan 
oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya atau washiy-nya. 
d. Syarat orang yang dititipi (Al-Muda‟) 
1) Berakal, tidak sah wadiah dari orang gila dan anak yang masih di bawah 
umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban 
menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk 
menjaga barang yang dititipkan kepadanya. 
2) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah 
tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, 
melainkan cukup ia sudah mumayyiz. 
3) Malikiyyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga 
kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya
23
 
 
E. Akad Ijarah 
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Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al ijarah berasal dari kata al-ajru 
(upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara‟ ijarah 
berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan 
pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. 
Ulama hanafiyah berpendapa tijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan 
dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa ijarah adalah 
akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta 
menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama 
Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu 
kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
24
 
Dengan demikian Ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan 
dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat 
dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian 
atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara‟ tanpa diakhiri dengan 
kepemilikan.Ada dua jenis Ijarah dalam hukum islam : 
1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa 
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. 
2. Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu 
memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain 
dengan imbalan biaya sewa
25
 
a. Rukun Sewa-Menyewa. 
Menurut Jumhur Ulama, ijarah mempunyai tiga rukun, yaitu: 
1) Sighat (ucapan) ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). 
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2) Pihak yang berakad (berkontrak), yang terdiri atas pemberi sewa  
3) Objek kontrak yang terdiri atas pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna 
aset. 
b. Syarat Sewa-Menyewa 
Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu 
orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua 
belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. 
Sedangkan
26
 untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
1) Syarat terjadinya akad  
Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, akad, dan objek 
akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan mumayyiz 
menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah. 
2) Syarat kelangsungan akad 
Untuk kelangsungan akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak 
milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (aqid) tidak mempunyai 
hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, maka menurut Syafi‟iyah dan 
Hanabilah akadnya tidak bisa dilangsungkan dan hukumnya batal.  
3) Syarat sahnya ijarah 
Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan 
dengan aqid (pelaku), ma‟qud alaih (objek), sewa atau upah (ujrah) dan 
akadnya sendiri.  
c. Syarat mengikatnya akad ijarah  
Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat: 
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1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang menyebabkan 
terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terjadi 
cacat (aib) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (musta‟jir) 
boleh memilih antara meneruskan ijarah atau membatalkanya. 
2) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah. 
Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai 
kompensasi/ pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang 
layak dianggap dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam ijarah. 
Kebanyakan ulama mengatakan “syarat yang berlaku untuk harga juga berlaku 
pada sewa”.Selain itu, sewa / upah haruslah sesuatu yang bernilai dan 
diperbolehkan oleh syara‟ dan harus diketahui jumlahnya.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
27
 DimyauddinDjuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm. 159. 
BAB III 
GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKOHARJO DAN 
PENGELOLA PARKIR KENDARAAN DI LUWES KARTASURA 
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Sukoharjo 
1. Dinas Perhubungan Kota Sukoharjo 
Seiring dengan perkembangan jaman ke arah modernisasi dan serba cepat, 
sarana prasarana perhubungan telah menjadi kebutuhan pokok untuk menggerakan 
produktifitas dan perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo 
merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan 
yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo. Tugas Pokok Dinas 
Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
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Sesuai Peraturan Bupati tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo 
dalam menjalankan program dan kegiatan dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang 
lalu lintas, bidang angkutan dan bidang keselamatan yang mempunyai spesifikasi 
keahlian khusus sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dinas Perhubungan 
Kabupaten Sukoharjo dalam merealisasikan kegiatan berdasarkan penjabaran dari 
fungsi Bidang Lalu Lintas terbagi menjadi kegiatan bersifat rutin dan kegiatan 
bersifat inovatif. Kegiatan rutin dalam rangka melaksanakan fungsi penyediaan 
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 Dinas Perhubungan Kota Sukoharjo, dinas perhubungan kabupaten sukoharjo inovasi untuk 
kemajuan. 2020 hlm. 1 
perlengkapan jalan dan pengelolaan Terminal Tipe C serta pelaksanaan manajemen 
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan dilaksanakan dengan penyediaan jasa 
perawatan atau perbaikan rambu jalan dan lampu apill (lalu lintas) yang dalam 
pengaduan gangguan telah terfasilitasi menggunakan media call center whats app 
(WA) dan media sosial Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang selalu siap 
melayani 24 (dua puluh empat) jam kerja. 
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2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Surakarta 
a. Visi  
1) Terwujudnya Sistem Transpotasi yang Handal dan Mensejahterakan. 
b. Misi 
1) mewujudkan sebuah sistem transpotasi yang dapat dihandalkan,handal dalam 
artinya mampu memberikan kenyamanan, keamanan, keteraturan, dan 
keselamatan bagi masyarakat sehingga dapat mendorong produktifitas 
masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, standar hidup dan daya saing 
masyarakat sehingga tercipta sebuah kehidupan masyarakat yang sejahtera 
dan bermatabat serta di landasi dengan penyelenggaraan pemerintah yang 
transparan, efektif dan akuntabel.
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3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukoharjo 
a. Tugas Dinas Perhubungan Kota Sukoharjo 
1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan dalam pemerintahan Daerah di 
bidang Perhubungan 
b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukoharjo 
1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perhubungan 
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2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perhubungan 
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perhubungan 
4) Pelaksanaanadministarasi Dinas Perhubungan 
5) Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan oleh Bupati terkai tugas dan 
fungsinya
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4. Dasar Hukum Pengelola Parkir 
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang jalan. 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas 
jalan. 
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu 
lintas. 
d. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubngan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 
tentang pedoman teknis penyelenggara fasilitas parkir 
e. Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang 
penyelenggara perhubungan. 
f. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang retribusi 
daerah. 
g. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang tata cara 
pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
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5. PERBUB Sukoharjo No 50 Tahun 2016 Pasal 237-252 
a. Pasal 237 Tentang Kepala Dinas 
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1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l dipimpin 
oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
6
 
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dinas 
Perhubungan mempunyai fungsi:  
a) perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan 
b) pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan 
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan 
d)  pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan 
e) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan 
f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
b. Pasal 238 Tentang Sekretariat 
1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah 
unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Perhubungan. 
2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan 
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan 
meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan 
ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, 
kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan 
administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan. 
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3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat 
mempunyai fungsi: 
a) pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, 
dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan. 
b) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
keuangan, hukum, hubungan masyarakat,ketatausahaan, kearsipan, 
kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas 
Perhubungan 
c) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana 
di lingkungan Dinas Perhubungan 
d) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta 
pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan. 
e) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi. 
f) penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 
barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan 
g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 
lingkup tugasnya. 
h) pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan dan 
i)  pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan fungsinya.
7
 
 
c. Pasal 239 
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Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan 
program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan. 
d. Pasal 240 
Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, 
hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, 
kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan 
administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan. 
e. Pasal 241 Tentang Bidang Lalu Lintas 
1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. 
2) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi 
serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas 
angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal 
Tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, 
pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, 
persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan, audit dan inspeksi 
keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan. 
3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Lalu 
Lintas mempunyai fungsi: 
a) penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang 
lalu lintas 
b) penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan 
c) penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. 
d) penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal Tipe C 
e) pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 
f) persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan, audit dan 
inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan 
g) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu 
lintas dan 
h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
f. Pasal 242 
Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan dan penetapan 
kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten, penentuan lokasi, pengadaan, 
pemasangan, pemeliharaan dan pengusulan penghapusan rambu lalu lintas, marka 
jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan 
pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, penyelenggaraan 
manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, analisis dampak lalu 
lintas di jalan kabupaten, pemberian rekomendasi perizinan penggunaan jalan 
selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 
g. Pasal 243 
Seksi Keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) 
huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengawasan penyelenggaraan pendidikan 
ketertiban lalu lintas, penyebarluasan informasi tentang keselamatan lalu lintas, 
pemberian motivasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam berperan aktif di 
bidang keselamatan lalu lintas, pengumpulan, pengolahan data, dan analisis 
kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten. 
h. Pasal 244 
Seksi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 3 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan bahan 
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan 
yang meliputi penyusun rencana kerja terminal, pengumpulan, pengolahan dan 
penelaaHektarn data/informasi sebagai Bahan perumusan kebijakan teknis 
operasional terminal, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 
terminal, pengaturan kedatangan, keberangkatan dan parkir/istiraHektart 
kendaraan bermotor umum serta pemuatan dan penurunan orang/barang di 
terminal, pemungutan retribusi dan administrasi di terminal, pengendalian dan 
pengawasan kegiatan usaha di terminal, penyetorkan Hasil pemungutan retribusi 
ke kas daerah, pembinaan pengelolaan ketatausahaan Terminal, pengumpulan 
Bahan penelitian untuk penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C, penyiapan 
Bahan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C, perencanaan 
pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang Tipe C, perencanaan 
pembangunan terminal angkutan barang, inventarisasi permasalahan yang 
berhubungan dengan pengelolaan terminal, serta menyajikan alternatif 
pemecahannya.
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i. Pasal 245 Tentang Bidang Angkutan 
1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. 
2) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi 
serta pelaporan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa 
angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan 
untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah, penetapan rencana 
umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah 
kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan 
taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu 
Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek 
perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan 
taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam 
Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani 
trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan 
perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pengawasan dan 
penertiban lalu lintas, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan 
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jalan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, perencanaan 
pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penyeberangan. 
3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang 
Angkutan mempunyai fungsi: 
a) penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang 
angkutan 
b)  pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang 
angkutan. 
c) pengujian berkala kendaraan bermotor 
d) pelaksanaaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan 
jalan 
e) penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah 
f) penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi 
dalam kawasan perkotaan yang  wilayah operasinya berada dalam 
kabupaten 
g)  penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang 
menghubungkan satu daerah kabupaten 
h) penerbitan ijin penyelnggraan angkutan orang dalam trayek perdesaan 
dan perkotaan dalam satu daerah kabupaten 
i) penerbitan ijin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu 
yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten 
j) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang 
angkutan jalan 
k) penetapan tarif kelas ekonomi utk angkutan orang yg melayani trayek 
antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan 
perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten dan 
l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
j. Pasal 246 
Seksi Angkutan Orang dan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(3) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi serta pelaporan yang meliputi pencanaan program operasional dan 
pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dengan kendaraan umum, 
penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten, pengawasan dan 
pemantauan jaringan transportasi, rekomendasi perizinan angkutan, penelitian, 
penyusunan rencana penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan. 
k. Pasal 247 
Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) 
huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyiapan fasilitas kegiatan operasional 
dan pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan, pemeliharaan, 
pengoperasian fasilitas operasional dan pembina petugas operasional lalu lintas, 
penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan, 
penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, inventarisasi dan pengolahan data 
kecelakaan lalu lintas. 
 
l. Pasal 248 
Seksi Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b 
angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan 
bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta 
pelaporan yang meliputi perencanaan pengadaan pengoperasian, dan 
pemeliharaan fasilitas penyeberangan.
9
 
 
 
m. Pasal 249 Tentang Bidang Keselamatan 
1) Bidang Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. 
2) Bidang Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan 
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta 
pelaporan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, sarana dan 
prasarana pengujian kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan 
bengkel dan karoseri. 
3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang 
Keselamatan mempunyai fungsi: 
a) penyiapan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian 
di bidang keselamatan transportasi jalan 
b) pengorganisasian, pengembangan, memfasilitasi kegiatan di bidang 
keselamatan transportasi jalan 
c) pengujian berkala kendaraan bermotor 
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d) pembinaan pemilik kendaraan bermotor wajib uji, kendaraan tidak 
bermotor, bengkel dan karoseri 
e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang 
keselamatan transportasi jalan dan 
f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
n. Pasal 250 
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (3) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi serta pelaporan yang meliputi sosialisasi dan pembinaan bagi pemilik 
kendaraan bermotor wajib uji, pemeriksaan/uji petik kendaraan bermotor di jalan, 
pengujian berkala kendaraan bermotor, penyelenggaraan pemeriksaan kendaraan 
bermotor baru/uji pertama/rubah bentuk sesuai dengan spesifikasinya, 
pemeriksaan bukti kecelakaan lalu lintas atas permintaan kepolisian, pemeriksaan 
teknis kendaraan bermotor yang akan dilelang, inventarisasi kendaraan bermotor 
wajib uji dan pemantauan terhadap penyelenggaran pengujian kendaraan 
bermotor, penetapan biaya, lokasi dan tempat pelaksanaan pengujian berkala 
kendaraan bermotor, pembinaan teknis tenaga penguji secara berjenjang untuk 
mencapai kualitas teknis guna menentukan wewenang, tanggung jawab penguji 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
o. Pasal 251 
Seksi Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c angka 
2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan bahan 
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan 
yang meliputi pendataan bengkel dan karoseri, pemberian rekomendasi pendirian 
bengkel dan karoseri, pengawasan peredaran dan penjualan suku cadang 
kendaraan bermotor dan tidak bermotor, registrasi dan pendataan kendaraan tidak 
bermotor. 
p. Pasal 252 
Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi merawat 
peralatan pengujian kendaraan bermotor secara berkala, kalibrasi alat uji 
kendaraan bermotor, pengadaan kelengkapan uji kendaraan bermotor.
10
 
6. Tupoksi Dari Bidang Lalu Lintas 
a. Retribusi Parkir 
Pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas 
Perhubungan (perbup kabupaten sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018) 
b. Penertiban Parkir 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor melanggar aturan lalu 
lintas atau tata cara berhenti (parkir) dipidana degan kurungan paling lama 1 
bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah. 
UU 22 Tahun 2009 pasal 287 ayat 3) 
c. Jalan 
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Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, 
persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan, Audit dan Inspeksi 
keselamatan lalu lintas angkutan jalan dijalan 
d. Kebijakan 
Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk 
jaringan lalu lintas angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan di jalan.
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Gambaran Umum Pengelola Parkir Luwes Kartasura 
1. Pengelola Parkir Kendaraan Luwes Kartasura 
Pengelola parkir yang ada di Luwes Kartasura berdiri sejak tahun 2011 
dimana pada tahun itu juga berdirinya Luwes Kartasura, sebelum menjadi pusat 
perbelanjaan Luwes Kartasura dulunya tempat itu adalah pabrik kertas, setelah 
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dinyatakan pabrik kertas bangkrut dan sudah tidak beroperasi lagi maka dibelilah oleh 
Luwes Kartasura tersebut pada tahun 2010. 
Pengelola parkir yang diketuai oleh bapak Eko Wahyu sudah 8 tahun dan 
Bapak Eko Wahyu tidak pernah tergantikan posisinya sejak berdirinya Luwes 
Kartasura yang berada di alamat Jl. Adi Soemarmo, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, 
Surakarta. Dan di sini ada beberapa tempat untuk parkir kendaraan yaitu ada 2 di 
bawah dan di atas, yang bawah bisa untuk motor dan mobil sedangkan yang atas 
khusus untuk mobil.
12
 
Dalam mengelola parkir di Luwes Kartasura ini para juru parkir di lapangan 
menggunakan sistem shift dalam pergantian menjaga di setiap blok tempat parkir 
yakni shift pagi dan shift sore, pergantian juru parkir dilakukan setelah 7 (tujuh) jam 
kerja. Alasan di terapkannya jadwal seperti ini karena memang karyawan ada 
kesibukan lain selain bekerja, jadi karyawan disini tidak bekerja satu hari full 
karyawan juga manusia jadi butuh untuk istirahat.
13
 
2. Ketentuan Parkir Kendaraan Luwes Kartasura 
a. Parkir kendaraan dikhususkan untuk customer Luwes Kartasura 
b. Kendaraan diparkirkan dilokasi yang telah ditentukan 
c. Jam operasional parkir pukul 08.30 – 21.30 wib 
d. Tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan ketika parkir 
e. Segala bentuk kerusakan dan kehilangan pada kendaraan bukan menjadi tanggung 
jawab pengelola saat toko tidak beroperasi 
f. Tidak diperkenankan parkir di area toko, saat toko tidak beroperasi 
                                                             
12
 EkoWahyu,ketua pengelola parkir luwes kartasura, Wawancara Pribadi, 10 November 2019, Pukul 
09:30-10:30 
 
13
Winda,petugas parkir, Wawancara Pribadi, 10 November 2019, Pukul 09:00-09.30 
 
g. Sanksi administratif akan diberikan kepada kendaraan yang tetap parkir di area 
toko, saat toko tidak beroperasi.
14
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BAB IV 
ANALISIS FIQH MUAMALAH DALAM PERJANJIAN PARKIR DAN UU No 8 
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 
A. Pola Penitipan Parkir Kendaraan Luwes Kartasura 
Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Bahasa Indonesia pengelolaan 
adalah proses, perbuatan dan cara mengelola. Menurut Soewarto Handayaningrat 
pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dengan sebuah perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota dalam organisasi dan 
penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan dari organisasi tersebut. 
Sedangkan pengelola adalah orang yang mengelola.
1
  
Dalam melakukan aktivitas parkir kendaraan Luwes Kartasura, pengelola parkir 
menggunakan karcis parkir sebagai alat transaksi dalam melakukan perjanjian. Selain itu 
karcis parkir juga berfungsi sebagai alat bukti bahwa konsumen menitipkan kendaraan 
miliknya di area parkir tersebut. Jadi konsumen datang ke Luwes sambil memenuhi 
kewajibannya yaitu membayar kepada pengelola parkir, setelah itu si pengelola parkir 
memberikan karcis sebagai buktn atau tanda bahwa konsumen telah menitipkan 
kendaraannya kepada pihak pengelola parkir Luwes Kartasura 
Mengenai pertanggung jawaban kehilangan sikap pengelola parkir kendaraan Luwes 
Kartasura yang disampaikan oleh Bapak Eko Wahyu selaku ketua parkir mengatakan bahwa 
pihak pengelola parkir akan mengganti segala kehilangan yang dialami konsumen. Tapi 
sebelum mengganti kerugian konsumen akan dilihat dulu dimana letak kesalahannya jika itu 
kesalahan pengelola parkir maka akan diganti kerugian konsumen tersebut, tapi jika itu 
kesalahan konsumen sendiri tidak ada pertanggung jawaban dari pihak Luwes Kartasura, 
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 Jasa Point, “Teori Pengelolaan” dikutip dari http://www.academia.edu/12213778 
/TEORI_PENGELOLAAN diakses 15 November 2019. 
misal meninggalkan barang yang berharga di motor misalnya HP maka itu sepenuhnya 
kesalahan konsumen karena sejak awal sudah diperingatkan jangan meninggalkan barang 
berharga di kendaraan.
2
 
Dan ketika akan keluar dari Luwes Kartasura dengan mengambil motor lalu kearah 
keluar dan menyerahkan karcis parkir kepada petugas parkir, apabila karcis parkir hilang 
kita hanya akan disuruh dengan menunjukkan sim atau ktp saja. 
 Dalam mengelola parkir di Luwes Kartasura ini para juru parkir di     lapangan 
menggunakan sistem shift dalam pergantian menjaga di setiap blok tempat parkir yakni shift 
pagi dan shift sore, pergantian juru parkir dilakukan setelah 7 (tujuh) jam kerja.
3
 Dalam 
setiap blok dalam lokasi parkir Luwes Kartasura. Alasan di terapkannya jadwal seperti ini 
karena memang karyawan ada kesibukan lain selain bekerja, jadi karyawan disini tidak 
bekerja satu hari full karyawan juga manusia jadi butuh untuk istirahat. 
 
B. Analisis Fiqh Muamalah dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
Dalam Penitipan Motor Atau Mobil di Luwes Kartasura 
1. Analisis Fiqh Muamalah 
Parkiran adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek 
atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur 
prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga 
pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan. Sesuatu yang dititipkan 
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3
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oleh seseorang kepada orang lain agar dijaganya dinamakan dengan wadiah karena dia 
meninggalkannya pada orang yang menerima titipan tersebut.
4
 
Orang yang dititipi sesuatu wajib menyimpannya di tempat penyimpanan yang 
layak. Titipan adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib 
mengembalikannya ketika pemiliknya memintanya. Allah SWT berfirman Dalam QS. 
An-Nisa ayat 58: 
                                    
                   
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”5 
 
Sedangkan yang ada di Luwes Kartasura pihak pengelola wajib untuk menjaga 
barang yang dititipi, jadi kalau kita masuk area parkiran sudah diwajibkan untuk 
membayar dan dikasih karcis untuk bukti bahwa kita benar-benar menaruh barang atau 
kendaraan disana, dari sini pihak penitip dan petugas parkir sudah melakukan akad 
ijarah dimana pihak penitip sudah membayar sewa untuk petugas parkir agar menjaga 
motornya, pihak pengelola pun harus menjaga barang tersebut dan tidak boleh memakai 
atau memanfaatkan  barang yang dititipkan. Dan Secara tidak langsung mereka 
melakukan akad wadiah Al-Damanah pihak penitip menitipkan barang ke pengelola dan 
pihak pengelola pun harus menjaganya karena kita sudah membayar upah atau imbalan 
untuk menjaga barang tersebut. dimana pihak pengelola tidak diperbolehkan mengambil 
manfaat dari barang titipan tersebut 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an..., Ed. Revisi, (Semarang: CV Toha Putra,1989), 
hlm. 68 
Ada dua definisi wadiah yang dikemukakan ahli fikih. Pertama, ulama Madhab 
Hanafi mendifinisikan wadiah dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara 
harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” 
Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, “Saya titipkan tas saya ini kepada 
Anda,” lalu orang itu menjawab, “Saya terima.” Maka sempurnalah akad wadiah. Atau 
seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, “Saya titipkan buku 
saya ini kepada Anda,” lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju). Kedua, ulama 
Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali (jumhur ulama) mendefinisikan 
wadiah dengan “Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara 
tertentu.”6 
Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al ijarah berasal dari kata al-ajru 
(upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara’ ijarah 
berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan 
pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.
7
 
Jika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi misal kehilangan barang seperti 
helm atau kendaraan maka penanggung jawab pengelola parkir Luwes Kartasura bapak 
Eko Wahyu
8
 akan bertindak dan menyelidiki apakah barang yang hilang itu dari 
kesalahan penitip atau pengelola dan jika kesalahan penitip maka tidak ada tanggung 
jawab dari pihak Luwes Kartasura akan tetapi jika itu kelalaian dari pihak pengelola 
maka akan ada tanggung jawab dari Pihak Luwes untuk mengganti kerugian konsumen, 
misalnya sebelum masuk parkiran sudah diperingatan jangan meninggalkan barang 
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berharga di motor akan tetapi jika si penitip lupa bahwa hpnya ketinggalan di motor dan 
hilang maka itu bukan kesalahan dari Luwes Kartasura dan jika ada motor yang hilang 
akibat kelalaian pihak pengelola maka akan diganti sepenuhnya oleh pihak Luwes 
Kartasura. 
2. Analisis UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
Menurut pasal 4 ayat 1 tentang hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dan kewajiban 
konsumen pasal 5 ayat 1 membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
9
 
Menurut pasal 6 ayat 1 tentang hak pelaku usaha hak untuk menerima 
pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dan kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7 ayat 6 
memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan pasal 7 
ayat 7 memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 
jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
10
 
Menurut Van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan yang ditimbulkan 
dari pergaulan masyarakat (baik hubungan yang timbul dari perkawinan, keturunan, 
kerabat darah, ketetanggaan, tempat kediaman, kebangsaan, dan dari perkara lainnya), 
dan hal tersebut dilakukan dengan menentukan batas-batas kekuasaan dan kewajiban 
tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan.
11
 Dalam kaitannya dengan 
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perparkiran yakni pada saat pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan 
kendaraannya diarea parkir, maka sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik 
kendaraan dengan pengelola parkir. 
Dan di parkiran Luwes Kartasura tersebut dimana ketika kita menitipkan barang 
atau kendaraan dan kita dikasih karcis dimana karcis itu tertera tulisan 
“KEHILANGAN BUKAN TANGGUNG JAWAB LUWES” padahal dalam Undang-
undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1a yang 
berbunyi dilarang untuk menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, hal ini 
sangat merugikan bagi pihak konsumen dimana kita sudah membayar kewajiban kita 
akan tetapi kita tidak mendapatkan hak kita sebagai konsumen. 
Hasil penelitian saya di Luwes Kartasura setelah saya berbincang-bincang 
dengan bapak Eko Wahyu.
12
 Kenapa harus ada klausa baku dalam karcis yang ada di 
Luwes Kartasura, bukankah ini dilarang dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen (UUPK) dan ternyata hal tersebut hanya untuk menakuti konsumen biar 
konsumen juga lebih waspada terhadap barang atau kendaraannya, maka dari itu pihak 
Luwes tetap memberikan ganti rugi apabila memang ada kesalahan dari pengelola 
parkir.  
Dan ketika karcis hilang si penitip bisa keluar hanya dengan menunjukkan stnk 
dan ktp saja dan sampai selama ini (sejak berdirinya Luwes Kartasura) tidak pernah 
terjadi kehilangan kendaraan. 
Memang dari karcis terdapat klausa baku yang tidak diperbolehkan dalam 
Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akan tetapi itu 
hanya agar konsumen lebih waspada terhadap barang pribadinya sendiri dan tetap saja 
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untuk pengelola parkir pihak Luwes Kartasura masih mau untuk bertanggung jawab 
jika ada hal yang tidak diinginkan. Tapi sebelum bertanggung jawab pihak Luwes 
Kartasura melihat dulu siapa yang bersalah dalam kejadian yang tidak diinginkan jika 
itu salah pihak Luwes Kartasura maka kerugian konsumen akan diganti tetapi jika yang 
salah konsumen maka pihak Luwes Kartasura tidak akan bertanggung jawab. 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang sudah dianalisis maka penulis dapat 
disimpulkan sebagai berikut ini: 
1.    Dalam melakukan aktivitas parkir kendaraan Luwes Kartasura, 
pengelola parkir menggunakan karcis parkir sebagai alat transaksi dalam 
melakukan perjanjian. Selain itu karcis parkir juga berfungsi sebagai alat bukti 
bahwa konsumen menitipkan kendaraan miliknya di area parkir tersebut. Jadi 
konsumen datang ke Luwes sambil memenuhi kewajibannya yaitu membayar 
kepada pengelola parkir, setelah itu si pengelola parkir memberikan karcis 
sebagai buktn atau tanda bahwa konsumen telah menitipkan kendaraannya 
kepada pihak pengelola parkir Luwes Kartasura 
Dan ketika akan keluar dari Luwes Kartasura dengan mengambil 
motor lalu kearah keluar dan menyerahkan karcis parkir kepada petugas 
parkir, apabila karcis parkir hilang kita hanya akan disuruh dengan 
menunjukkan sim atau ktp saja. 
Mengenai pertanggungjawaban jika ada kehilangan pihak Luwes 
Kartasura siap bertanggung jawab akan tetapi dilihat dulu siapa yang salah, 
jika itu kesalahan pihak Luwes Kartasura maka akan diganti tapi jika itu 
kesalahan konsumem maka pihak Luwes Kartasura tidak mau bertanggung 
jawab. 
 
 
2.    Berdasarkan Fiqh Muamalah dalam pola parkir yang ada di Luwes 
Kartasura ini sudah sesuai dengan akad wadiah Al-Damanah yang merupakan 
titipan dan pihak pengelola juga wajib mengembalikan barang yang dititipi jika 
diminta kembali oleh pihak penitip.Dan juga sesuai dengan akad ijarah dimana 
pihak penitip membayar upah ke petugas parkir untuk menjaga motornya, dan 
jika ada hal yang tidak diinginkan maka petugas parkir siap untuk mengganti 
rugi. 
  Sedangkan menurut UUPK No 8 Tahun 1999 Parkiran Luwes 
Kartasura tersebut dimana ketika kita menitipkan barang atau kendaraan dan 
kita dikasih karcis dimana karcis itu tertera tulisan “KEHILANGAN BUKAN 
TANGGUNG JAWAB LUWES” padahal dalam Undang-undang No 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1a yang berbunyi dilarang 
untuk menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Itu sudah jelas 
bertentangan dan merugikan pihak konsumen tapi pada kenyataannya itu hanya 
agar konsumen lebih waspada terhadap barang pribadinya. Dan jika ada hal 
yang tidak diinginkan dan itu kesalahan Luwes Kartasura maka pihak Luwes 
Kartasura tetap akan mengganti kerugian konsumen. 
 
B. Saran-Saran 
Berdasar penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka disarankan 
beberapa hal sebagai berikut ini: 
1. Parkiran di Luwes Kartasura sudah sesuai akad wadiah dan ijarah akan tetapi lebih 
baiknya jika pihak pengelola lebih waspada kedepannya. 
2. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswa mencoba mendalami Undang-
Undang yang berlaku di Indonesia agar dapat membagikannya 
kepada masyarakat untuk memahami hukum serta peraturan yang berlaku 
3. Pengelola parkir seharusnya jangan melibatkan kata yang ada dalam karcis seperti 
itu karena menyimpang dari aturan UUPK, seharusnya ingatkan saja kepada 
konsumen secara langsung agar lebih berhati-hati kepada barang pribadinya. 
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   Penulis 
PEDOMAN WAWANCARA 
Narasumber I  : Bapak Eko Wahyu 
Pekerjaan   : Ketua Pengelola Parkir Luwes Kartasura 
Tanggal Wawancara : 10 November 2019 jam 09.00-10.00 WIB  
Tempat/Waktu : Parkir Luwes Kartasura 
Hasil Wawancara :  
1. Nama ? 
Jawaban : nama saya bapak eko wahyu 
2. Jabatan di dsini sebagai apa ? 
Jawaban : sebagai ketua pengelola parkir Luwes Kartasura 
3. Sudah berapa lama bapak bekerja disini ? 
Jawaban : sudah 8 tahun sejak berdirinya Luwes Kartasura 
4. Berapa lahan yang digunakan untuk tempat parkir di Luwes Kartasura ? 
Jawaban : ada 2 lahan dibawah dan diatas (khusus mobil) 
5. Bagaimana pola penitipan motor atau mobil di Luwes Kartasura ? 
Jawaban : konsumen datang dan membayar setelah itu kita kasih karcis 
parkir sebagai bukti bahwa dia menitipkan motor disini 
6. Pendapat bapak tentang parkir Luwes Kartasura ? 
Jawaban : disini aman cuman udara saja yang agak pengap 
 
 
7. Pendapat bapak tentang karcis Luwes Kartasura  yang tertera kalusa baku? 
Jawaban : sebenarnya itu hanya untuk menakuti atau mengingatkan 
kepada konsumen agar lebih berhati-hati dengan barang-barang yang 
dibawanya. 
 
8. Apa disini pernah ada kehilangan motor atau helm atau barang lainnya ? 
Jawaban : disini kalau kehilangan motor tidak pernah tapi kalau 
kehilangan helm pernah. 
9. Bagaimana bentuk tangguung jawab jika ada kehilangan ? 
Jawaban : dengan cara melapor ke security setelah itu security laporan ke 
kantor. 
10. Bagaimana jika ada konsumen yang kehilangan karcis parkir ? 
Jawaban : kami cuman mau bukti dengan memperlihatkan stnk dan ktp  
11. Apakah bapak tahu tentang akad wadiah ? 
Jawaban : kurang tahu 
12. Apa fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kota Sukoharjo 
kepada pengelola parki Luwes Kartasura ? 
Jawaban : tidak ada.  
13. Bagaimana sejarah Luwes Kartasura ? 
Jawaban : dulu sebelum menjadi Luwes Kartasura disini adalah pabrik 
kertas yang bangkrut setelah itu dibeli oleh pihak Luwes Kartasura pada 
tahun 2010 bulan oktober setelah itu berproses dibangunnya Luwes 
Kartasura. 
Narasumber II  : Mbak Winda 
Pekerjaan   : anak smk magang di bagian karcis Luwes Kartasura 
Tanggal Wawancara : 10 November 2019 jam 09.00-10.00 WIB  
Tempat/Waktu : Parkir Luwes Kartasura 
Hasil Wawancara :  
1. Nama ? 
Jawaban : nama saya winda 
2. Jabatan di Parkir Luwes Kartasura ? 
Jawaban : saya anak smk yang magang di parkiran Luwes Kartasura. 
3. Berapa lahan yang digunakan untuk parkir Luwes Kartasura ? 
Jawaban : ada 2 dibawah dan diatas 
4. Bagaimana pola penitipan motor atau mobil di Luwes Kartasura ? 
Jawaban : konsumen datang dan membayar setelah itu kita kasih karcis 
parkir sebagai bukti bahwa dia menitipkan motor disini 
5. Apakah selama mbak winda magang disini pernah terjadi kehilangan ? 
Jawaban tidak pernah selama saya disini aman 
6. Apa pendapatnya tentang Parkir Luwes Kartasura ? 
Jawaban : disini aman mas orang-orang juga tidak pernah komplain 
dengan aturan disini 
7. Bagaimana jika konsumen kehilangan karcis parkir ? 
Jawaban : mudah mas tinggal perlihatkan stnk sama ktp (jika punya)   
 
Narasumber II  : bapak Marjono 
Pekerjaan   : Kepala seksi terminal dinas perhubungan kota sukoharjo 
Tanggal Wawancara : 8 Januari, Jam 09:00-11:00 
Tempat/Waktu : Dinas Perhubungan Kota Sukoharjo 
Hasil Wawancara :  
1. Nama ? 
Jawaban : bapak Marjono 
2. Jabatan di dinas perhubungan kota sukoharjo ? 
Jawaban : kepala seksi terminal 
3. Sudah berapa lama bapak bekerja disini ? 
Jawaban sudah 10 tahun 
4. Pendapat bapak tentang parkir yang ada di Luwes Kartasura ? 
Jawaban : disana kalau masalah perizinan untuk parkir sudah sesuai 
prosedur 
5. Apa manfaat adanya karcis ? 
Jawaban : sebagai kontrol atausebagai bukti bahwa kita sedang parkir di 
area tersebut. 
6. Pendapat bapak tentang karcis yang ada di luwes kartasura dimana 
didalam karcis tersebut terdapat kalusa baku ? 
Jawaban : semua aturan dan kewenagan ada di pihak luwes kartasura, 
kewenagan kita hanya mengizinkan adanya parkir di Luwes Kartasura 
7. Bagaimana pendapat jika ada konsumen yang dirugikan ? 
Jawaban : di lihat atau penyelidikan dulu terletak pada siapa kesalahan 
tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL FOTO WAWANCARA 
A. Foto dengan ketua pengelola parkir Luwes Kartasura 
 
 
B. Foto dengan anak smk magang di bagian karcis Luwes Kartasura
 
C. Foto dengan Kepala seksi terminal dinas perhubungan kota 
sukoharjo 
 
 
